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ABSTRAK 

 

Para warga Indonesia perantau yang terserak di segala penjuru dunia, yang disebut 
Diaspora Indonesia, menurut data kini hampir menyentuh 8 juta orang yang memiliki 

berbagai prestasi baik di bidang pendidikan, profesi, bisnis, teknologi dan lain-lain. 

Orang-orang istimewa kelahiran atau berdarah Indonesia telah berkumpul dari seluruh 

dunia. Mereka tak sekedar berkumpul, namun mereka berhimpun dalam Diaspora 

Network Global ingin bersumbangsih konkrit kepada Bangsa dan Negara, berkontribusi 

kepada tanah yang dicintai menuju masa keemasan Indonesia. Kemudian mereka 

mengusulkan diberlakukannya kewarganegaraan ganda yang telah disetujui dibahas 

dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dalam Prolegnas 2015-

2019 sudah tercantum usulan untuk merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Usulan perubahan Undang-Undang ini 

oleh DPR RI adalah pengakuan (recognition) terhadap eksistensi diaspora di luar 

negeri dan sistem kewarganegaraan ganda yang telah dilakukan oleh banyak negara di 

dunia. Artinya, telah ada pengakuan Kewarganegaraan Ganda terbukti telah memberi 

banyak manfaat terhadap negara asal, khususnya negara yang mempunyai penduduk 

yang jumlahnya besar, termasuk Indonesia. 
 

Para Diaspora menyebut bahwa keberadaan mereka membawa banyak keuntungan 

bagi Indonesia salah satunya dapat dilihat dari segi remitansi yang mencapai sekitar 

7 Miliar USD pada Tahun 2011. 
 

Diharapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat terwujud demi perkembangan Bangsa dan 

Negara lebih maju di mata Internasional. 
 
 

 
Kata kunci: Kewarganegaraan ganda, Indonesia, Diaspora. 
 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The citizens of Indonesia scattered in the world, called Indonesia Diaspora, according 
to data now almost 8 million people who have a variety of excellent achievements in 

the field of education, profession, business, technology and others. Those special 

people who born in Indonesia had gathered from all over the world. They do not 

just get together, but they come together in Diaspora Global Network wants to 

contribute substantially to the Nation concrete, contributing to the beloved land to 

the golden era of Indonesia. Then they proposed the enactment of dual nationality 

have been approved discussed in the National Legislation Program (Prolegnas) 2015-

2019. In 2015-2019 Legislation already on the proposal to amend Law No. 12 of 

2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia. Proposed changes to this Act by the 

House of Representatives is the recognition (recognition) of the existence of the 

diaspora abroad and dual citizenship system that has been done by many countries in 

the world. That is, there has been recognition of Dual Citizenship has proven to 

provide many benefits to the country of origin, particularly countries that have large 

numbers of people, including Indonesia. 
 

The Diaspora calls that their presence brings numerous advantages to Indonesia one 

of them can be seen in terms of remittances reaching about 7 billion USD in the year 

2011. 
 

The expectation for a Draft Bill about Law No. 12 of 2006 can be realized for the sake 

of development of Nation and State is more advanced in international world. 
 

Keyword: Dual citizenship, Indonesia, Diaspora, Remittance. 
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KESIMPULAN 
 

Dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan: 

 
1. Ratio  Legis  Kewarganegaraan  Ganda  Terbatas  yang  ada  di  dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006: 

a. Kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 

 
12 Tahun 2006 dilatarbelakangi pertama-tama karena adanya 

perubahan UUD 1945 yang memberi tempat yang luas bagi 

perlindungan HAM (terjadinya perubahan atas pasal-pasal 

mengenai hal-hal yang terkait dengan kewarganegaraan dan hak- 

haknya); mempermudah dan melindungi hak-hak warga negara dan 

bertujuan memberi kepastian hukum; paradigma Pemerintah 

mengenai kewarganegaraan berubah, sebelumnya cara pandang 

tentang kewarganegaraan didominasi latar belakang etnis dan suku 

menjadi cara pandang yang tidak diskriminatif dan menghargai 

prestasi orang; bahkan gerakan feminisme yang  antara  lain 

menurut kesetaraan gender yang sangat erat kaitannya dengan 

HAM juga mempengaruhi isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2006. 

b. Secara Filosofis; sudah sejalan dengan falsafah Pancasila karena 

tidak bersifat diskriminatif, menjamin pemenuhan hak asasi dan 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

persamaan antar warga negara. Tentunya lebih mengedepankan 

situasi yang lebih modern saat ini. 

c. Secara Yuridis; landasan konstitusional pembentukan Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah UUD NRI 1945, khususnya 

dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 B ayat (2), 

Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 

 
28 I ayat (2), Pasal 28 J. Apabila dikaitkan dengan 

kewarganegaraan ganda terbatas, dapat disimpulkan bahwa pasal 

28E ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi: “setiap orang bebas 

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran,memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempattinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya serta berhak kembali”. Frasa “memilih 

kewarganegaraan” adalah komitmen Negara dalam membebaskan 

rakyatnya untuk memilih kewarganegaran yang bisa jadi 2 (dua) 

kewarganegaraan. Namun, kewarganegaraan ganda terbatas dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan hanya 

diperuntukkan untuk anak hasil kawin campur. 

d. Secara Sosiologis; norma hukum yang dituangkan dalam undang- 

undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat 

akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum 

masyarakat. Dengan adanya mobilitas yang tinggi, kemajuan dan 

perkembangan di era globalisasi saat ini, Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2006 belum menjawab berbagai kebutuhan yang ada. 



 

 

 
 
 

2. Urgensi Kewarganegaraan Ganda Sebagai Ius Constituendum: 

 
a. Ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan atau 

hukum yang sedang digagas. Secara yuridis kewarganegaraan 

ganda tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 begitu juga secara sosiologis, 

adanya kewarganegaraan ganda bertujuan untuk memberikan 

sumbangsih konkret kepada Bangsa dan Negara Indonesia dalam 

12 (dua belas) bidang (energi, ketenagakerjaan, imigrasi dan 

kewarganegaraan, pendidikan, inovasi iptek, liveable cities, green 

economy, kesehatan, bisnis dan investasi, kuliner, kedirgantaraan, 

dan kepemudaan). 
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